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STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

bahwa dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi,
kualitas dan akuntabilitas dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam
dan dari jabatan pelaksana, perlu menyusun standar
kompetensi jabatan pelaksana dilingkungan pemerintah
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (4) huruf a,
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dalam menyelenggarakan
manajemen karier PNS tingkat instansi, pemerintah harus
menyusun standar kompetensi jabatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

4. Undang-Undang . . .



Menetapkan

4.
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI
JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Jembrana.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Kabupaten
Jembrana.

Bupati adalah Bupati Jembrana.

Pegawai . . .



Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS
dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pelaksana adalah PNS yang menduduki Jabatan Pelaksana
pada Pemerintah Daerah.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh PNS, mencakup pengetahuan, kecakapan, dan
sikap perilaku yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas
Jabatannya.

Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan
seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.

10. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan,

11.

dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit
organisasi.

Kompetensi  Sosial Kultural adalah  pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh
hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan

sikap/perilaku  yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana dimaksudkan untuk
dapat menjadi acuan dalam:

m o a0 TP

pengembangan karier PNS;
pengembangan kompetensi PNS;
penempatan PNS;

promosi dan/atau mutasi PNS;

uji Kompetensi PNS;

sistem informasi manajemen PNS; dan
kelompok rencana suksesi (talent pool).

Pasal . ..



Pasal 3

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana bertujuan

untuk:

a. mewujudkan objektivitas, kualitas, transparansi, dan
akuntabilitas pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS dalam Jabatan Pelaksana;

b. mengidentifikasi Kompetensi yang dimiliki PNS dibandingkan
dengan Standar Kompetensi Jabatan yang dipersyaratkan;

c. mewujudkan  kesesuaian antara  Kompetensi yang
dipersyaratkan dengan Kompetensi pejabat atau calon
pengemban Jabatan Pelaksana; dan

d. mewujudkan profesionalisme Pelaksana.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas jabatan, Pelaksana pada
Pemerintah Daerah harus memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana meliputi:
a. identitas Jabatan;

b. Kompetensi Jabatan; dan

c. persyaratan Jabatan.

Pasal 6

(1) Identitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf a terdiri atas:
a. nama Jabatan;
b. uraian/ihtisar Jabatan; dan
c. kode Jabatan.
(2) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b terdiri atas:
a. Kompetensi Teknis;
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kompetensi Sosial Kultural.
(3) Persyaratan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf c terdiri atas:
a. pangkat;
b. kualifikasi pendidikan;
c. jenis pelatihan;
d. ukuran kinerja Jabatan; dan
e. pengalaman kerja.

Pasal . ..
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Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan
Bupati Nomor  458/Organisasi/2022 tentang  Standar
Kompetensi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 3 Mei 2023
BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 3 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,
Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 23



